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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum
Tranditerasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke daam Bahasa
Indonesia.*

B. Konsonan

= Tidakdilambangkan 5 DI
= B - Th
= T fs Dh
= Ts — ‘(komamenghadapkeatas)
= J - Gh
= H — F
= Kh = Q
= D = K
= Dz = L
= R = M
= Z - N

1 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya lImiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya
Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 1brahim Malang, (Malang:
Fakultas Syariah, 2012), h. 73-76.



Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak
d awa kata maka tranditerasinya mengikuti vokanya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka
dilambangkan dengan tanda koma atas (“), berbalik dengan koma (*) untuk

pengganti lambang ”

C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulisdengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya menj adi gaa
Vokal (i) panjang = ] misalnya Jé men;j adi gila
Vokal (u) panjang = a misalnya men;j adi ddna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:



Diftong (aw) misalnya menjadi gawlun

Diftong (ay) misalnya o8B menjadi Khayrun

D. Ta’marbdthah ()

Ta’marbdthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah
kalimat, tetapi apabila ta’marbdthah tersebut berada diakhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: menjadi
alrisalatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditranditeraskan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

menjadi firahmatillah.

E. Kata Sandang dan L afadh al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” ( ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini:
1. Al-Imém a-Bukhariy mengatakan...

2. Al-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...

w

Masya’ Allah kana wa malam yasya lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.
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ABSTRAK

Faridhatul Khasanah, 12220091, Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan
Koperas Tinjauan UU No. 37 Tahun 2004 dan Syirkah (Studi Kasus di Koperas
Ngudi Asil Jiwut-Nglegok-Blitar), Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 1brahim Malang, Pembimbing: Musleh
Harry. SH, M. Hum

KataKunci : Pailit, Koperasi, Syirkah

Indonesia merupakan negara yang berkembang di mana kegiatan
pembangunan di segala bidang giat dilakukan, salah satunya adalah pembangunan
dalam bidang perekonomian nasional yang menjadi faktor penentu kesejahteraan
masyarakat. Koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia menjadi
harapan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hidup yang lebih segjahtera,
namun dengan semakin maraknya penyal ahgunaan fungsi dari koperasi membuat
perkoperasian Indonesia menjadi hancur. Seperti halnya di Koperasi Ngudi Asil
yang berstatus simpan pinjam, ketika sudah pailit uang yang disimpan oleh
anggota belum juga dikembalikan dan sebaliknya juga anggota yang meminjam
belum juga dikembalikan kepada koperasi.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui @) Bagaimana bentuk
perlindungan yang diberikan dari pihak Koperas Ngudi Asil di Desa Jiwut
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terhadap anggotanya? b) Bagaimana
perlindungan hukum anggota terkait kepailitan Koperasi Ngudi Asil di Desa Jiwut
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar di tinjau UU Pailit dan Syirkah?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara. Dalam
metode penentuan subyek yang digunakan adalah purposive sample atau sampel
bertujuan, serta pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan
wawancara. Teknik pengolahan data adalah edit, analisis dan kesimpulan. Metode
pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu yang menggunakan
sumber data primer dan data yang di peroleh langsung dari sumber utama di
lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian adalah pertama Perlindungan Koperasi Ngudi
Asil diberikan kepada anggota yang menyimpan dana yang belum dikembalikan
oleh pihak koperasi, akan tetapi perlindungan hanya sebatas pertanggung jawaban
pengembalian uang yang disimpan oleh anggota. Kedua di dalam Undang-Undang
Kepailitan maupun Undang-undang Perkoperasian tidak dijelaskan bahwasannya
tentang hak dan kewagjiban para anggota ketika koperas mengalami bangkrut,
hanya sga pihak Koperas Ngudi Asil memberikan pertanggung jawaban
pengembalian uang yang dissmpan oleh anggota dan pihak koperasi juga terus
menagih uang yang dipinjam oleh sgumlah anggota koperas yang sampai saat ini
belum juga dikembalikan dan syirkah dalam koperasi yakni kerjasama antara
pihak koperasi dan anggota, yakni pihak koperasi sebagai pengelola uang yang
dititipkan oleh anggota dan kemudian keuntungan dan kerugian dibagi dan
ditanggung antara dua bel ah pihak.



ABSTRACT

Faridhatul Khasanah, 12220091, Legal Protection to Members Related
Bankruptcy Cooperative review of Law No. 37 Year 2004 and Syirkah (Case
Study in Cooperative Noudi Asil Jiwut -Nglegok-Blitar), Thesis Of Sharia
Business Law Department, Sharia Faculty, Islamic University Of Maulana Malik
Ibrahim Malang, Supervisor : Musleh Harry. SH, M. Hum

Key Words: Bankruptcy, Cooperative, Syirkah

Indonesia is a developing country where development activities in all
fields of enterprising done, one of which is the development in the field of
national economy becomes the determining factor of community welfare.
Cooperatives as one of the pillars of the economy in Indonesia to the Indonesian
people's expectations to obtain a more prosperous life, but with the increasingly
widespread abuse of the functions of the cooperative makes cooperatives
Indonesia be destroyed. As in Cooperative Ngudi status Asil savings and loan,
when aready insolvent the money saved by nasbah not yet returned and vice
versa are also members who borrow outs aso returned to the cooperative.

The focus of this research is to find out a) What forms of protection
provided from the Cooperative Ngudi Asil Village Jwut Nglegok District of
Blitar against its members? b) How is the protection of bankruptcy law related
members in the Village Cooperative Ngudi Asil Jiwut Nglegok District of Blitar
in review the Bankruptcy Act and Syirkah?

This research included in empirical research with qualitative approach.
Data collection techniques by observation, interview. In the method of
determining the subject is purposive sample or samples aimed, as well as data
collection is done by observation (observation) and interviews. Data processing
techniques are edited, analisis and conclusion. The method used is empirical
juridical, namely the use of primary data and the data was obtained directly from
primary sources in the field.

Based on the results of the study is the first cooperative Protection Ngudi
Asil given to members who deposit funds that have not been returned by the
cooperative, but the protection is only limited liability refunds deposited by
members. Both in the Bankruptcy Law and the Law of Cooperatives is not
described that the rights and obligations of the members when the cooperative to
experience bankruptcy, only the Cooperative Ngudi Asil give an account of the
return of the money saved by the members and the cooperative aso continue to
collect monies owed by a number of members of the cooperative, which until now
has not been restored and shirkah in the cooperation between the cooperative and
the cooperative members, the cooperative as a manager of money deposited by
members and then gains and losses are divided and borne between the two sides.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, dimana kegiatan pembangunan
disegala bidang giat dilakukan, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang
perekonomian nasional, karena perekonomian nasional ini menjadi faktor penentu
kesgahteraan masyarakat, dan salah satu ciri dari negara berkembang adalah
adanya ketergantungan pada negara maju yang sangat tinggi, sehingga membuka
peluang bagi negara maju untuk “mendikte” negara berkembang. Sehingga
pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan
politik dan ekonomi Indonesia, salah satu bentuk pembangunan perekonomian
nasional adalah dalam bentuk koperasi.

Koperas adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian.
Kerjasamaini diadakan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk
mencapal tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan terus berlangsung,
oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai kerja sama itu.” Salah satu
dasarnya pula adalah bahwa koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan
serta resiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul oleh seluruh anggota
dengan tidak memandang siapa yang telah mengecap keuntungan. Dan koperasi
merupakan lahan untuk saling menolong kepada pihak yang membutuhkan

bantuan seperti halnya anggota yang membutuhkan uang dikarenakan

*Pandji Anoraga, dkk, Dinamika Koperasi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 1



keterbatasan ekonomi dan pihak koperas yang memberikan pinjaman kepada
anggota.

Dari berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia, koperasi simpan
pinjam merupakan koperas yang rentan digunakan sebagai alat untuk
mendapatkan keuntungan bagi beberapa oknum, karena koperasi simpan pinjam
ini satu-satunya koperasi yang lebih menekankan pada perputaran modal atau
dana yang disetor oleh anggotanya sehingga memungkinkan terjadinya penipuan
atau penggelapan uang yang telah disetorkan oleh anggota koperasi tersebut,
selain itu ditambah dengan penerapan sistem koperasi yang dianggap tidak sesuai
dengan sistem koperasi simpan pinjam, yang cenderung lebih tepat dikatakan
sebagal sistem investasi maupun sistem multi level marketing.

Koperas sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia menjadi
harapan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hidup yang lebih sgahtera,
namun dengan semakin maraknya penyalahgunaan fungsi dari koperasi akan
membuat perkoperasian Indonesia menjadi hancur, bahkan melalui koperasi,
pihak-pihak tertentu yang memiliki itikad tidak baik dapat merugikan anggota
koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sehingga memerlukan kontrol yang ketat terhadap jalannya kegiatan
koperasi Indonesia, agar tujuan dan prinsip-prinsip baik dari koperasi tidak
disalahgunakan, selain itu juga mengingat bahwa koperas merupakan salah
satu pilar dadam membangun perekonomian bangsa yang memerlukan

perhatian khusus dari pemerintah. Hingga saat ini belum ada lembaga khusus



yang mengawas jalannya koperasi, khususnya mengawasi dan menjamin
simpanan anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam.

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama
semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara
garis besar dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin
melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi
masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan
sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan
kesgjahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan
melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi.
Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam
perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam
perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperas (Co-
operative Growth), perkembangan koperasi (Co-operative Share) dan peran
koperasi (Co-operative Effect) yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan
masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.®

Anggota merupakan peran penting didalam koperasi simpan pinjam,
karena anggota yang dapat menjadikan koperasi berjalan dengan lancar karena
anggota yang dapat menyimpan dan meminjam uang didalam koperasi tersebut.
Anggota yang dapat menjalankan sebuah koperas bisa berkembang, karena

koperasi tanpa adanya anggota sama saja koperasi tersebut tidak berjalan.

*Sukamdiyo, Manajemen Koperasi (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 144



Penulis tertarik untuk menjadikan koperasi sebagai bahan untuk penelitian
karena koperasi adalah badan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan
potensi ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya. Hal ini dapat menjadi salah satu jawaban bagi keresahan kondisi
ekonomi masyarakat, sebab koperasi bertujuan untuk membantu meningkatkan
kesgahteraan masyarakat terutama yang menjadi anggota koperasi serta
masyarakat pada umumnya.

Salah satu koperasi yang mengalami kepailitan adalah Koperasi Ngudi
Asil yang berada di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, ini adalah
koperasi yang berbadan hukum yang bersistem simpan pinjam. Koperasi tersebut
adalah cabang dari Koperas Unit Desa (KUD). Karena KUD jauh untuk
dijangkau oleh masyarakat, maka koperasi tersebut membuka cabang di desa-desa
yang banyak penduduknya. Diawal berdirinya Koperasi Ngudi Asil banyak sekali
masyarakat yang ingin menjadi anggota dikoperasi tersebut. Akan tetapi dengan
berjalannya waktu anggota ingkar terhadap janjinya terhadap pembayaran
pinjaman dikoperas tersebut. Anggota sulit untuk membayar pinjamannya ketika
jatuh tempo pembayaran. Dan anggota yang lainnya mengikuti anggota tersebut,
hingga akhirnya koperasi tersebut mengalami pailit karena modal sudah tidak ada
lagi. Jika koperasi lama-kelamaan anggota yang semakin turun dan sudah
mengalami pailit dikarena peminjam uang tidak kunjung membayar semakin

banyak dibandingkan anggota yang menyimpan uang dikoperasi tersebut.

Jika anggota sulit membayar dan enggan untuk membayar pinjaman

hingga jatuh tempo maka dapat mempengaruhi berjalannya koperasi tersebut. Dan



dapat menghabiskan moda di Koperas Ngudi Asil sehingga koperasi tersebut
bisa pailit ataupun bangkrut. Sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang bahwa syarat dan putusan
pailit sesuai dengan pasal 2 ayat (1) yaitu debitor mempunyai dua atau lebih
kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas
permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau |ebih kreditornya.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkoperasian, kasus diatas sudah
tidak memenuhi persyaratan yang dituliskan didadlam Undang-Undang dan
koperasi tersebut bubar demi hukum. Koperasi diakui sebagai badan hukum
apabila dipenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, dan jika
persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang tidak dipenuhi koperasi
tersebut dapat dikategorikan koperasi yang melawan hukum menurut undang-
undang. Dan anggota ini juga kurang dari minima yang direntukan dalam
undang-undang perkoperasian. Maka dari itu jika jumlah anggota berkurang dari
minimum yang diatur dalam pasal 6 UU No. 25 tahun 1992.

Ketika Koperasi Ngudi Asil mengalami kepailitan atau pembubaran hak
para anggota yang menyimpan belum semua terpenuhi dikembalikan oleh pihak
koperasi. Dan pihak anggotsendiri juga belum sepenuhnya mengembalikan
pinjaman uang yang dipinjam oleh para anggota sampai saat ini.

Maka dari itu peneliti meneliti bagaimanakah perlindungan hukum yang
ada dalam Koperasi Ngudi Asil yang diberikan kepada anggota koperasi yang

haknya belum terpenuhi sampai saat ini.



Dan para anggota sekarang bingung mencari keadilan yang harus mereka
dapatkan, karena anggota yang merasa dirugikan tidak mendapatkan apapun.
Anggota yang tidak terima uang mereka masih belum dikembalikan sampai
sekrang dikarena anggota yang meminjam masih menunda ketika hutang tersebut
ditagih. Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum
terhadap anggota yang dirugikan oleh kepailitan koperasi tersebut. Karena
anggota merasa resah dengan semuaini.

Oleh karena itu perlindungan hukum bagi anggota koperasi sangat
dibutuhkan, dikarena anggota yang memiliki tabungan pada koperasi tersebut
resah, karena uang juga tak kunjung kembali. Arti perlindungan hukum sendiri
adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk
pencegahan terjadinya sengketa di kemudian hari. Maka dari itu perlindungan
hukum bagi anggota harus benar-benar dilindungi. Dikarenakankoperasi Ngudi

Asil adalah koperasi ang berbadan hukum maka dari itu hukum harus ditegakkan.

B. Rumusan Masalah

Secara umum rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan dari pihak Koperasi Ngudi
Asil di Desa Jwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar terhadap
anggotanya?

2. Bagaimana perlindungan hukum anggota terkait kepailitan Koperasi Ngudi
Asil di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar di tinjau UU No.

37 Tahun 2004 dan Syirkah?



C.Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka perlu
dilakukan pembatasan masalah agar hasil penelitian dapat memberikan
pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan juga agar
penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, maka penelitian membatasi pada
penlitian terhadap Koperasi Ngudi Asil pada tahun 2006 dan jumlah anggota

sekitar 98 orang.

D. Tujuan Pendlitian

Secara umum tujuan dan signifikansi penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dilakukan pihak Koperas
Ngudi Asil terhadap anggota Ngudi Asil Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab.
Blitar.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum anggota terkait kepailitan Koperasi
Ngudi Asil di Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar ditinjau UU No. 37

Tahun 2004dan Syirkah.

E. Manfaat Penelitian
Secara umum manfaat penelitian tersebut adal ah:
a. Manfaat Teoritis. Hasll penditian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin

memperkaya wawasan keilmuan mengenai koperasi yang mana pada saat



ini salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang
diterapkan oleh Pemerintah

b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga mempunyai kejelasan
(keabsahan) dalam ikut serta mengembangkan perekonomian masyarakat

dan anggota koperasi

F. Definisi Operasional

Definis  operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan
pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam
judul skripsi. Sesuai judul penelitian “Perlindungan Anggota Terkait Kepailitan
Koperas Tinjauan dari Undang-Undang No. 34 tahun 2004 dan Syirkah (studi
kasus di Koperas Ngudi Asil di Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar)” maka
definisi opersional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap
subyek hukum dalam benuk pencegahan terjadinya sengketa dikemudian
hari.*

2. Anggota adalah pihak atau orang yang biasa berhubungan dengan atau

menjadi pelanggan suatu lembaga keuangan baik bank atau non bank.

Penegertian anggota berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia No.

*Philip M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Peradaban, 2007),
him. 2



21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, anggota adalah pihak yang
menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha lain selain syariah.®
Pailit atau yang disebut dengan bangkrut adalah seorang pedagang yang
bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung
mengelabuhi pihak kreditornya.®

Koperas adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan
tujuan untuk mensgahterakan anggotanya. Umumnya koperas
dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap
anggota memiliki hak suara yang sama dalam setigp keputusan yang
diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil
usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.”

Syirkah adalahkerjasama antara dua orang atau lebih dalan hal
permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan
pembagian keuntungan berdasarkan nasabah yang disepakati oleh pihak-

pihak yang berserikat.®

®> Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah

®Sari ElaKartika dan AdvendinSimangunsong, SH, MM,. Hukum dalm Ekonomi. (Jakarta:
Grasindo, 2008), him. 94

"Hendrojogi, Koperasi Asas Asas, Teori dan Praktek, (Bandung: Raja grafindo Persada, 2000),

him.13

*Mahkamah Agung Republik Indinesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008



G. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penelitian berisikan:

Bab Imerupakan bagian pendahuluan.Bab ini memuat beberapa e emen
dasar penelitian, gambaran umum tentang gambaran umum tentang permasalahan
akademis yang menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam
latar belakang yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berawal
dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk
menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam
penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat
penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan
disiplin kellmuan hukum.Kemudian pemaparan definisi operasional yang
menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum yang digunakan oleh
peneliti dalam penelitian terkait.Selain itu juga dicantumkan beberapa penelitian
terdahulu yang bertujuan menunjukkan letak perbedaan dan hasil penelitian antara
penelitian terdahulu dengan yang baru. Di samping itu metode penelitian
diletakkan dalam bagian awa penulisan yang merupakan suatu langkah umum
yang harus diperhatikan oleh peneliti dan sebagai inti dari penelitian.Bab ini
memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan
dalam pendlitian.Pada bagian ini dijelaskan jenis serta pendekatan penelitian,
sumber serta metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh.
Terakhir dalam bab 1 ini adalah sistematika pembahasan penelitian yang beris
rincian setiap bab dalam penelitian. Dengan mencermati bab ini, gambaran dasar

dan aur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.



Bab Il adalah Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian koperasi, syarat-
syarat berdirinya koperasi, tujuan berdirinya koperasi, tujuan berdirinya koperasi,
syarat-syart kepailitan, hak dan kewajiban anggota, perlindungan hukum anggota
dan maslahah yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan
analisis masalah serta berisi perkembangan data dan/ atau informasi, baik secara
subtansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.
Manfaat dari bab Il ini adalah dapat mengetahui dasar-dasar teori yang
digunakan.

Bab Il adalah Metodologi penelitian yang dijadikan sebaga instrumen
dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematik.
Dalan metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis
penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta
pengelolahan data. Manfaat dari bab |11 adalah mempermudah peneliti dalam kaya
tulis ilmiah atau skripsi sehingga sesuali dengan podoman Fakultas Syariah UIN
Malang.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penguraian
data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diedit, dan
dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Manfaat dari
bab 1V adalah membarikan penjelasaan kepada pembaca tentang isi dari bab IV.

Bab V Penutup meruapakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan
saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang
dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah

ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau



pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan
masyarakat, dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa
mendatang. Manfaat dari bab V adalah memebrikan kesimpulan dari objek yang

telah diteliti.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pendlitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan penelitian berupa skripsi, artikel, atau
jurnl yang diteliti oleh orang lain yang judul serta isinya hampir sama dengan
penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang pembahasananya hampir sama
dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Oktavianti tahun 2014 yang berjudul
“Perlindungan Hukum Bagi nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan
Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum
Isam (Studi Kasus di Koperas a-ikghlas Desa Dadapan, Solokuro,
Lamongan)” Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini merupakan jenis
penelitian empiris yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi
nasabah koperasi yang tidak memilki badan hukum. Hasil penelitiannya di
koperasi al-lkhlas yang tidak berbadan hukum. Dikarenakan beberapa hal dan
sudah dijelaskan pada Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang
perkoperasian. Dan di Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan seharusnya
dan wajibnya setiap koperasi harus berbadan hukum sesuai dengan amanat di
dalam Undang-Undang tersebut. Perbedaan penelitian yang diteliti adalah
pada penelitian terdahulu pembahasannya bahwa koperasi yang diteliti adalah
koperasi yang tidak berbadan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang

Perlindungan konsumen dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang



3.

sedang diteliti bahwa pembahasannya menegena koperasi pailit yang dinjau
dari Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang kepailitan dan Wadiah.
Skripsi yang ditulis oleh Nining Analita pada tahun 2012 yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpanan Atas Simpanannya
Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi kasus
terhadap Undang-unadng No. 24 tahun 2004 tentang Kelembagaan
Penjaminan Simpanan)” Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto. Skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat
deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab
permasalahan mengena perlindungan hukum nasabah penyimpan atas
simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta
tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpanan atas simpanan yang
tidak terpenuhi izin usaha dan likuidasi bank. Perbedaan penelitian yang
diteliti adalah pada penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap
penyimpnanan atas simoanannya yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin
simpanan. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti mengenai tentang
perlindungan hukum nasabah terkait kepailitan koperasi. Persamaan
penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti adalah sama-sama
membahas tentang perlindungan hukum nasabah.

jurnal penelitian yang ditulis oleh Adhelian Ayu Septian tahun 2013 yang
berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan
Data Pribadi Nasabah Dengan Klausa Option Out”. Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, Maang. Hasil penelitiannya adalah bentuk



perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyalahgunaan data pribadi
nasabah dengan klausa option out terdiri dari perlindungan hukum preventif
dan represif. Perlindungan hukum preventif secara tidak langsung diberikan
yaitu dalam bentuk penjelasan atau informasi lisan dari pihak bank mengenai
penggunaan daa pribadi nasabah melalui klausa option out yang tercantum
dalam formulir data nasabah, serta diberlakukannya peraturan terhadap
karyawan bank. Sedangkan perlindungan hukum reprensif sampai sekarang
belum pernah dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Tbk, karena belum ditemukannya pengaduan dari nasabah yang berkaitan
dengan penggunaan data pribadi nasabah. namun demikian , pada dasarnya
pihak bank mempunya tanggung jawab langsung terhadap pengaduan yang
digjukan oleh nasabahnya apabla merasa kurang puas atau merasa dirugikan
atas pelayanan pernbankan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan
data pribadi nasabah. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah pada
peneliti terdahulu pembahasannya mengenai perlindungan hukum bagi
nasabah dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah. sedangkan dalam
penelitian yang sedang diteliti bahwa pembahasannya mengenai perlindungan
hukum nasabah terkait kepailitan koperasi. Persamaan penelitian terdahuku
dengan pendlitian yang sedang diteliti adalah sama-sama membahas tentang

perlindungan hukum terhadap nasabah.



Tabel 2.1

Pendlitian Terdahulu

No | Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan

1. | Kurnia Perlindungan a. Metode a Lokas Penelitian
Oktavianti. Hukum Bagi Penelitian: di di Koperas a-
Universitas nasabah Koperasi Jenis Penelitian ikghlas Desa
Isam  Negeri | Yang Tidak Empiris Dadapan,
Maulana Malik | Memiliki Badan | b. Sama-sama Solokuro,
Ibrahim Hukum  Ditinjau meneliti Lamongan.
Malang. 2014 | Dari Undang- tentang . Mendliti  tentang

Undang Perlindungan perlindungan

Perlindungan Hukum Bagi nasabah yang

Konsumen Dan Nasabah dianalisis

Hukum Islam Koperasi. menggunakan

(Sudi  Kasus di | c. Objek sama- UU  Konsumen

Koperasi al-ikghlas sama sedangkan

Desa Dadapan, menggunkan peneliti

Solokuro, koperasi. menggunkana

Lamongan). UU No. 34 tahun
2004 tentang
kepallitan  dan
syirkah.

2. | Nining Perlindungan a. Sama-sama Metode penlitian
Analita Hukum  Terhadap meneliti menggunakan
Universitas Nasabah tentang jenis  pendlitian
Jendera Penyimpanan Atas perlindungan normatif,
Soedirman Smpanannya Yang hukum sedangkan
Purwokerto. Tidak Dijamin terhadap penelitian  saya
2012 Oleh Lembaga nasabah menggunkan

Penjamin jenis  pendlitian
Smpanan  (Studi empiris.
kasus terhadap . Andlisis
Undang-Undang menggunakan
No. 24 tahun 2004 Undang-Undang
tentang No. 24 Tahun
Kelembagaan 2004 tentang
Penjaminan K elembagaan
Smpanan). Penjaminan
Simpanan,
sedangkan

penelitian  saya
menggunkan




Undang-Undang
No. 37 Tahun
2004 Tentang
Kepallitan  dan
Syirkah.

3. | Adhelian Ayu | Perlindungan a Sama-sama a. Metode
Septian. Hukum Bagi membahasa penelitian
Universitas Nasabah Bank tentang menggunakan
Brawijaya Dalam perlindungan jenis penelitian
Malang. 2013. | Penyalahgunaan hukum normatif,

Data Pribadi nasabah. sedangkan

Nasabah Dengan penelitian saya

Klausa Option Out menggunkan
empiris.

b. Lokas
penelitian di
PT. Bank
Pembangunan
Daerah  Jawa
Timur Tbk.,
sedangkan
penelitian saya
meneliti di
Koperas Ngudi
Asil.

B. Kerangka Teori
1. Koperas
a) Pengertian Koperas
Di Indonesia pengertian Koperass menurut Undang-Undang Koperasi
tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok Perkoperasian adalah sebagai organisasi
ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-
badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.



Maksud pengertian koperasi diatas adalah perkumpulan orang-orang yang
mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan
yang sama ini  secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha
bersama dalam koperasi. Jadi orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela,
atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak
ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.’

Koperas adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
yang anggotanya terdiri dari orang atau badan hukum dengan tujuan untuk
mensgahterakan anggotanya. Pada umumnya koperasi dikendalikan secara
bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota koperasai memiliki hak
suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian
keuntungan koperasi (biasa disebut SisaHasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung
berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan
pembagian laba berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh
anggota.*

Dalam bahasa koperasi Indonesia koperasi diartikan sebagai badan usaha
yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum yang menjalankan
usaha bersama secara kekeluargaan guna mensejahterakan seluruh anggotanya.
Kata “Koperasi” secara resmi digunakan dalam undang-undang koperasi No 79
tahun 1958. Kemudian, UU tersebut diperbaharui menjadi Undang-undang No 12

tahun 1967 dan diubah lagi menjadi UU No 25 tahun 1992,

°Pandiji, Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi (Jakarta: Dinamika Koperasi, 1998),
Cet. Ke-2, h.4
http://riyanikusuma.wordpress.com/2011/10/10/koperasi-simpan-pinjam-graha-arthamas/ diakses
pada 8 November 2014 pukul 19:56



Hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang Perkoperasian yakni Sabda

Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabul adab hadist nomor 4946.
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“Dari Abu Hurairah ra. Dari Navi saw bersabda: Barangsiapa yang
memberi kelonggaran kepada seorang muslim kesulitan urusan dunia,
maka Allah pasti akan memberikan kelonggaran dari berbagai kesulitan
pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan terhadap orang
yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia
dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi (aib) seseorang muslim.
Maka Allah pasti akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Dan Allah

selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong”. (HR. Abu
Daud)**

Yang dimaksud dengan hadits ini adalah tentang tolong menolong yaitu
pihak koperasi yang menolong dengan cara memudahkan peminjaman uang
kepada para nasabah yang membutuhkan bantuan. Maka Allah SWT akan
menolong hambanya jika mau menolong sesama manusia.

Persyaratan pembentukan koperass menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1V, pasal 6 sampal 8, rincian Syarat-syarat
pembentukan koperasi adalah sebagal berikut:

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan
dibentuk (koperasi primer atau koperasi sekunder).

2. Pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota.
Sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi,

minimal 3 koperasi.

1HR Abu Daud, Kitabul Adab, hadist no. 4946



3. Koperas yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara
Republik Indonesia.
4. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat
Anggaran Dasar.
5. Anggaran Dasar koperasi minimal harus memuat beberapa berikut ini:
a) Daftar nama pendiri;
b) Nama dan tempat kedudukan;
c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan;
d) Ketentuan mengenai kenggotaan;
e) Ketentuan mengenai rapat anggota;
f) Ketentuan mengenai pengelolaan;
g) Ketentuan mengenai permodalan;
h) Ketentuan mengenai jangka wktu berdirinya;
i) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

j) Ketentuan mengenai sanksi.*?

b) Tujuan Berdirinya K operasi

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur
materil dan spiritua berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Daam BAB Il Pasa 3 Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk “Memajukan

kesgjahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

2Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek (Bogor:
Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), h. 48



membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan
anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia
adal ah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan
merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota
lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar
koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang
disumbangkan pada masing-masing anggota.*®

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 3 tentang
Perkoperasian, tujuan Koperasi Indonesia adalah koperasi bertujuan memajukan
kesgjahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangung tatanan perekonomian nasiona dalam rangka mweujudkan
mayarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.**Menurut Bung Hatta, tujuan kopersi bukanlah mencari laba
yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah
partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang pada pasal 4 Undang-Undang No. 17

Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:

BArifin Sitio dkk, Koperasi Teori dan Praktek (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 58
“Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian



a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejaheraan ekonomi dan sosialnya.

b) Berperan serta aktif dalam upaya memertinggi kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat.

c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan kopersi sebagai gurunya.

d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasiona
yang merupakan usaha bersama berdasr atas azas kekeluargaan dan demokras

ekonomi.®®

c) Syarat-Syarat Kepailitan Koperasi

Arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang
bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk
mengelabuhi pihak kreditur.*®

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdaganagan disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh
suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivanya atau warisannya telah
diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.*’

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta

*yndang-Undang Republik Indoneisa No. 17 tahun 2012 pasal 4 tentang perkoperasian
®*Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (St. Paul Minnesota: USA West Publishing,
1968), h. 186

Y Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),h.89



debitur agar tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar
harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditur.Pasal 1 dari
Undang-Undang Kepailitan no. 4 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur san tidak membayar
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. “dinyatak pailit”
(bukan “dapat dinyatakan pailit”) oleh keputusan pengadilan yang berwenang
(dalamn hal ini adalah Pengadilan Niaga) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
baik atas permohonanya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih
krediturnya;

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga digjukan oleh
kejaksaan untuk kepentingan umum;

(2) Daam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan
pernyataan pailit hanya dapat digjukan oleh Bank Indonesia;

(3) Daam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat digukan oleh Badan Pengawas
pasar Modal.

Dari ketentuan dalam pasa 1 seperti tersebut di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan
pailit adalah sebagai berikut:

a) Adanya hutang;
b) Minimal satu dari hutang suadahjatuh tempo;
¢) Minimal satu dari hutang dapat ditagih;

d) Adanya debitur;



€) Adanyakreditur;

f) Kreditur lebih dari satu;

0) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus vang disebut dengan
“Pengadilan Niaga”;

h) Permohonan pernyataan pailit digjukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:

1. Pihak debitur

2. Satu atau lebih kreditur

3. Jaksa untuk kepentingan umum

4. Bank Indonesia jika debiturnya bank

5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek

i) Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang
Kepailitan;

j) Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan peilit”, bukan “dapat
menyatakan pailit”. Sehingga hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang
untuk memberikan “judgment” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya,
sungguhpun limited defence masih dibenarkan, mengingat yang berlaku
adalah prosedur pembuktian yang sumir (Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang

K epailitan).™®

8Fuady Munir, Hukum Bisnis Dalam Negeri dan Praktek (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1998) h.7



2. Keanggotan Koperasi (Nasabah)
1. Pengertian Keanggotaan Koperas (Nasabah)

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk
tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi, koperasi merupakan
kumpulan orang dan bukannya kumpulan modal, sehingga jumlah anggota sangat
menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota,
maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik
ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Sebab badan usaha
koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota, bertambahnya anggota berarti
bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para
anggota.

Sesual dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.
25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa “anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus
pengguna jasa koperasi”. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota
berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak
merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada
bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud menarik
yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Sebaga bukti keanggotaan dalam
kperasi, sesuai bunyi pasal 17 ayat (2) “keanggotaan koperasi dicatat dalam buku
daftar anggota”.

Y ang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah seseorang yang telah
mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi



koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian, khusus bagi pelgar, siswa
dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan
hukum dapat membentuk koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disahkan sebagai
badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat.

Apabila ada orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota
koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar
biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga
negara dapat mengjdi anggota luar biasa dari suatu koperasi sepanjang memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi
dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) ini
menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperas
merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima/tidaknya seorang/badan hukum
koperasi menjadi anggota koperasi.

Jika anggota koperas merasa dirinya sudah tidak terwakili lagi
kepentingannya dalam koperasi, maka dia harus diberi kebebasan untuk
menentukan pilihan, apakah akann keluar atau terus sebagain anggota. Tetapi
perlu diingat, sesuai ketentun pasal 19 ayat (2) dinyatakan bahwa keanggotaan
koperasi diperolen maupun diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar dipenuhi.

Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan

karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi



yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota meninggal
dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenunhi
kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.
Setiap anggota mempunyali kewagjiban dan hak yang sama terhadap
koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (pasal 19 ayat (1)). Hal ini
dimaksudkan untuk menghindari adanya kecenderungan anggota hanya akan
mementingkan pribadinya sendiri. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 1992 secara rinci mengatur kewajiban dan hak anggota.

2. Hak dan Kewajiaban Keanggotaan K operas (Nasabah)
Di dalam koperass mempunyai kewajiban dan hak yang harus dijalankan
dan dipatuhi oleh setiap anggota koperasi, diantaranya adal ah: ™
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta
keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang telah diselenggarakan oleh koperasi;
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas
kekeluargaan.
Sedangkan hak anggota adalah sebagai berikut:
1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas,
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota

baik diminta maupun tidak diminta;

¥YU Republik indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian



5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama-sama anggota;
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan
dalam Anggaran Dasar.

Didahulukannya kewgjiban daripada hak pada pasal 20 tersebut sepintas
terlihat tidak ada artinya, namun jika dikgi lebih dalam, pengaturan yang
demikian mengandungmakna bahwa anggota koperasi harus mempunyai
kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya. Setelah kewajibannya
tersebut dilaksanakan barulah mereka boleh menuntut hak sebagai anggota
koperasi. Hal ini merupakan pencerminan dari koperasi indonesia yang berinci
khas kekeluargaan, sehingga tidak pantas anggota menuntut hak terlebih dahulu
sebelum menunaikan kewajibannya. Anggota merupakan faktor penentu dalam
kehidupan koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan

dan memelihara kebersamaan.?°

3. Sanks Bagi Keanggotaan K operas (Nasabah)

Koperas dapat menjatunkan sanksi kepada anggota yang tidak
melaksanakan kewagjibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)
Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yakni
a) Anggota mempunyai kewagjiban untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota.
b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh

Koperasi; dan

**Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah, Teori& Praktek (Bogor:
Penerbit Ghalia Indonesia, 2002),h. 54



¢) Mengembangkan dan memeliharanilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Sanks sebagaimana telah ditetapkan daam  Undang-Undang
Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 vaitu yang pertama adalah teguran tertulis
paling banyak 2 (dua) kali. Jika dengan teguran anggota tetap tidak melkasanakan
kewgjibannya sebagai anggota koperass maka dengan pencabutan status
keanggotaan. Ketentuan mengenal tata cara pengenaan sanksi dimaksud pada ayat

(2) diatur dalam Anggaran Dasar.”*

4. Sanksi Bagi Koperasi
Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap koperasi yang
tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh menteri perkoperasian yakni
antaralain:

1) Koperasi yang melanggar larangan pemuatan ketentuan tentang pemberian
manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain dalam Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

2) Koperas yang tidak melakasanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui.

3) Koperas yang tidak melakukan audit atas laporan keuangan sebagamana
dimaksud Pasal 40.

4) Pengawas yang menerapkan sebagaimana Pengurus dimaksud dalam Pasal 49

ayat (5).

*'Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian



5) Koperas yang tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris
secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f.

6) Pengurus yang tidak memelihara Buku daftar Anggota, Buku daftar pengawas,
Buku daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Koperasi, dan risalah
Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h.

7) Pengurus yang tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 61.

8) Koperass Simpan Pinjam Sekunder yang memberikan kepada Anggota
perseorangan sebagiaman dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3).

9) Pengawas atau Pengurus Koperass Simpan Pinjam yang merangkap sebagai
Pengawas, Pengurus atau Pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3).

10) Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil
sebagai mana dimaksud Pasal 93 ayat (5).

Sanks administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pertama
adalah dapat berupa teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali. Kedua,
larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau Pengawas Koperasi.
Ketiga, pencabutan izin usaha. Dan yang terakhir adalah pembubaran oleh
menteri. Ketentuan lebih lanjut mengena jenis, tata cara dan mekanisme
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

diatur dalam Peraturan pemerintah.



3. Perlindungan Hukum

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang mendiami suatu
wilayah tertentu dan terikat oleh suati sistem hukum yang sama. Artinya,
masyarakat merupakan komunitas yang didasarkan oleh kesamaan geogrédfis,
kultur, dan sistem nilai tertentu yang mengikat setiap anggotanya®* Setiap
masyarakat dalam kehidupan sosial memiliki hak yang merupakan akumulasi dari
hak perseorangan baik sebagai anggota dalam masyarakat. Berbeda dengan Hak
Asasi Manusia (HAM), hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia
yang bersifat universal, karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan
tidak boleh diabaikan oleh siapapun.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan
petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak
manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus
diarahkan. Hukum itu mengandung ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat
dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum
melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan
yang dilakukan secara terukur (terukur dan dalamnya) untuk bertindak dalam
rangka kepentingan tersebut.

Kata “pelindungan” memiliki arti tempat berlindungan atau suatu
perbuatan melindungi. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti sebuah sistem yang

terpenting (peraturan perundang-undangan) dalam pelaksanaan atas rangkaian

2gydikno Mortokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Y ogyakarta: Liberty, 2008), h.2
ZSatjipto raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h.53



kekuasaan kelembagaan.®* Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan
melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku pelaksanaannya dapat dipaksa dengan suatu sanksi. Teori perlindungan
hukum merupakan teori yang dikagi dengan menganalisis tentang wujud atau
bentuk dan tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek
perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang
diberikan oleh hukum kepada subyeknya. Teori ini dikembangkan oleh Roscoe
Pound, Sudikno Mertokusumo dan Antonio Fortin.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan:
(1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.
Dar kedua ddefinisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-
unsur dari makna perlindungan, yaitu:
a. Unsur tindakan melindungi
b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi
. Unsur caramelindungi

Berdasarkan unsur-unsur diatas, kata perlindungan mengandung makna
sebaga suati tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak
tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunkan cara-cara
tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap warga
negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan

ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum.?

#Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 521
%Sglim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian tesis dan Desertasi, (Jakarta: Raja grafindo
Persada, 2013), h. 3



Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi instrumen pengatur dan
instrumen pelindung kependingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat
terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi juga
yang namanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini terjadi ketika
misalnya subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yg seharusnya
dijalankan atau kaena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Maka dalam hal ini,
subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan
hukum.

Bentuk perlindungan hukum terdapat warga negara tersebut yang
terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat
mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum memiliki daya paksa
sehingga bersifat pemanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan
ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atu
perlindungan dengan menggunakan prenatal dan sarana hukum. Ada beberapa
cara perlindungan secara hukum, antaralain sebagai berikut:

a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
a) Memberikan hak dan kewajiban
b) Menjamin hak-hak para subjek hukum

b. Menegakkan peraturan melalui:



a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif)
terjadinya pelanggaranhak-hak warga negara, dengan perizinan dan
pengawasan.

b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) setiap
pelanggaran terhadap perundang-undangan, dengan cara mengenakan
sanksi pidana dan hukuman.

c) Hukuman perdata yang berfungs untuk memulihkan hak (curative,

recovery), dengan membayar konpensasi atau ganti kerugian.®

4. Syirkah

Ketentuan umum dalam KHES dalam Pasal 20 point 3 “syirkah adalah
kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau
kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan
nassbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.?’Syirkah menurut
bahasa berarti al-ikhtitath yang artinya campur atau percampuran. Maksud
percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang

lain sehingga tidak mungin untuk dibedakan.?®
{5 lndioly} G U 630 L,

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang
keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim)”’

%\\Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
(Bandar:Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), h. 31

?’Mahkamah Agung Republik Indinesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008
“Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 125



Syirkah terbagi atas dua macam, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan
syirkah uqud (kontrak). Syrikah amlak adalah kerjasama yang bersifat memaksa
dalam hukum positif, sedangkan syirkah ugud adalah kerjasama yang bersifat

ikhtiyariyah (pilihan sendirir).?

a.  Syirkah Amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa
adanya akad. Syirkah ini ada dua macam yaitu:*®
1) Kerjasama sukarela (ikhtiyar) adalah kerjasama yang muncul karena
adanya kontrak dari dua orang yang berskutu. Contohnya dua orang
membeli atau memberi tau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya
menerima, maka jadilah pembeli yang diberi dan yang diberi wasiat
bersekutu diantara keduanya, yakni kerjasama milik.
2) Kerjasama paksaan (ijbar) adalah kerjasama yang ditetapkan kepada dua
orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti
dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu

mereka

Hukum kedua jenis kerjasama ini adalah salah seorang yang bersekutu
seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karenaiitu,
salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (tasharuf) harta kerjasama
tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai

wewenang untuk menentukan begian masing-masing.*

“Rahmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 186
%Al-Kasani, Bada’i Ash-Shana’i fi Tartib Asy-Syara, juz 1V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960), h.56
$Al-Kasani, Bada’i Ash-Shana’i fi Tartib Asy-Syara, juz 1V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1960), h.65



b. Syirkah Uqud
Kerjasama ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang
atau lebih bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Menurut ulama Hnabilah,
kerjasamaini dibagi lima, yaitu:
1) Syirkah ‘Inan
2) Syirkah Mufawidhah
3) Syirkah Abdan
4) Syirkah Wujuh
5) Syirkah Mudharabah
Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam, yaitu:
1) Syirkah Amwal
2) Syirkah A’mal
3) Syirkah Wujuh
Masing-masing dari ketiga bentuk ketiga ini terbagi menjadi mufawidhah
dan ‘inan.*
Secara umum fugaha mesir yang kebanyakan bermadzhab Maliki dan
Syafi’i, berpendapat bahwa kerjasama terbagi atas empat macam, yaitu:
1) Syirkah ‘Inan
2) Syirkah mufawidhah
3) Syirkah Abdan

4) Syirkah Wujuh®

%Jaila’i, Tabyin Al-Hagaiq juz I, h. 313
*|bnu Rusyd, Bidayah Al-Muijahid wa Nihayah Al-Mugtashid, juz 1, h. 248



Ulama’ figh sepakat syirkah ‘inan dibolehkan sedangkan bentuk-bentuk
lainnya masih diperselisihkan ulama’ Syafi’iyah, Zhahiriyah dan Imamiyah
menganggap semua bentuk syirkah selain ‘inan dan mudharabah adalah
batal.Ulama’ Hnabilah membolehkan semua bentuk kerjasama sebagaimana yang
telah disebutkan oleh ‘Ulama Hanafiyah diatas keculi syirkah wujuh dan
mufawidhah. Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua bentuk
kerjasama yang enam diatas apabila sesuai dengan syarat-syaratnya >

Syirkah ‘inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik
untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi |aba atau kerugian bersama-
sama. Ulama figh sepakat memperbolehkan kerjasama jenis ini. Hanya sga
mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana
mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

Kerjasama ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak
disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (tasharruf). Boleh sgja
modal satu orang lebih bany dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan
juga seorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi
hasil, dapat sama dan sengan syarat transaksi. Hanya sgja kerugian didasarkan
pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah “laba
didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau

pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya”.*

¥Rahmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 188
®Rahmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 189



Sedangkan terkait dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam kperasi, KHES
mengaturnya dalam buku ke-Il tentang akad perjanjian bab ke-VI Pasal 156 dan
157 yanag manaisi pasal tersebut adalah:*

Pasal 156

(1) Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerja dibolekan berbeda
dengan pertimbangan salah satu pihak Iebih ahli.

(2) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak
ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai
dengan modal.

Pasal 157
Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerja didasarkan

atas modal dan/atau kerja.

%M ahkamah Agung Republik indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008



BAB |11
METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode yang memegang peranan penting
untuk mencapali suatu tujuan. Metode penelitian adalah cara melaksanakan
penelitian yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis,
dan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-ggala secara
ilmiah.*Adapun dalam penulisannya, penulis menggunakan metode penelitian
yang meliputi sebagai berikut:
A. JenisPendlitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris,
sebab adanya permasalahan yang memiliki sifat sementara dan tidak menutup
kemungkinan adanya perkembangan setelah memasuki lapangan. Jenis penulisa
empirisini dilakukan guna untuk memperoleh data yang berupa suatu pandangan,
serta pendapat, dan juga pemikiran yang nantinya digunakan sebagai bahan
andlisis.

Jenis penulisan yang digunakan oleh penulis ini menggunkaan jenis yuridis
empiris, yang memandang hukum tidak hanya sebagai suatu perangkat kaidah
yang memiliki sifat normatif, akan tetapi melihat bagaimana suatu hukum tersebut

dapat berinteraks dengan masyarakat.*® Berdasarkan dengan permasalahan yang

37Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada
Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian
Dengan Langkah-langkah yang Benar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.2.

38Sogjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Praja Gravindo Persada, 2004), h.13.



diangkat perlindungan hukum anggota koperasi yang ditinjau dari UU No. 37

Tahun 2004 tenyang K epailitan dan Syirkah.

B. Pendekatan Pendlitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan
penelitian agar peneliti mendapatkan informas dari berbagai aspek untuk
menemukan isu yang dicari jawabanya® Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk
pendekatan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut
kategori atau kesimpulan.*® Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat
deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dalam
pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh
kunci untuk mencari makna hasil penelitian.

Sehingga setelah penulis terjun langsung ke lapangan serta mendapatkan
data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka penulis menjabarkan fakta-
fakta lapangan mengenal perlindungan hukum terkait kepailitan koperasi Ngudi
Asl. Harapannya setelah penulisan ini selesai dapat memberikan manfaat
pengetahuan bagi masyarakat umum dan khususnya penulis, agar bisa memahami
sistem tentang perlindungan hukum terhadap para nasabah koperasi yang

mengalami kepailitan.

39Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rieneka Cipta,
2002), h.23.
40Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h.24.



C. Metode Sampling

Metode sampling yang digunakan oleh peneliti yakni purposive sampling.
Purposive sampling adalah teknik penentuan sempel dengan pertimbangan
tertentu atau didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut
paut dengan penelitian.** Dan metode ini akan digunakan sebagai panduan untuk
memilih responden dalam wawancara nasabah. Ada pun populasinya yaitu para
nasabah koperasi di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tahun
2006 sampai dengan taun 2009 yang mempunyai nasabah sekitar 98 orang.

Dikarenakan 98 orang terlalu banyak maka peneliti hanya meneliti 10% dari
98 yaitu sekitar 9 orang yang akan diteliti. Peneliti mewawancaral nasabah yang
rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal pendliti karena biar mudah untuk
mewawancarai mereka. Mereka diantaranya adalah Badi, Kasbolah, Muhaimin,

Rustam, Komarudin, Endang, Kambali, Masitoh, dan Suci.

D. Lokas Pendlitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi untuk melakukan penelitian
mengenal perlindungan hukum nasabah terkait kepailitan koperasi dilakukan di
Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena mudah dijangkau oleh tempat
tinggal peneliti, selain itu peneliti juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang

sudah peneliti peroleh selama belajar di Fakultas Syari’ah.

41Sugiyono, Metode Penelitian, (Jakarta: Sinar Sentosa, 2001), h. 61



Sedangkan alasan dalam memilih topik permasalahan ini karena penulis
tertarik dan minat untuk menjalankan penelitian ini, karena dengan ketertarikan
maka akan menghasilkan penelitian yang baik dan manfaat.

E. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang merupakan subjek dari data itu
berasal.*Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini diperoleh dari 3 (tiga)
sumber:

1) Sumber Data Primer
Sumber data primer yaitu data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara
langsung, data ini memerlukan analisa lebih lanjut.*® Data primer dalam
pendlitian ini yaitu:
1. Wawancara dengan Bapak Pudaenuri selaku Ketua di Koperasi Ngudi Asil.
2. Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku Seketaris di Koperasi Ngudi
Asil.
3. Wawancara dengan 9 nasabah Koperasi Ngudi Asil diantaranya adalah
Badi, Kasbolah, Muhaimin, Rustam, Komarudin, Endang, Kambali,

Masitoh, dan Suci.

2) Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari pihak lain atau data
yang tidak diperoleh langsung dari subjek penulisan. Data sekunder tersebut

dapat diperoleh dari literatur, buku-buku, studi pustaka, artikel-artikel, dan

42Suharsimi Arikunto, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek, h.102.
43P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.
87-88.



media masa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan menggunakan
peraturan perundang-undangan diantarnya:
a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang
perkoperasian
b) Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syari’ah
c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian
3) Sumber Data Tersier
Sumber data tersier adalah suatu data yang diperoleh dari olahan data
sekunder, sebagai penunjang dan penambahan wawasan bagi
perkembangan penulisan. Data tersier ini bisa diperoleh dari kamus-kamus
yakni kamus Besar Bahasa Indonesia guna untuk menjelaskan apa-apa

yang belum jelas dari sebuah literatur atau buku dan Essiklopedia.

F. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah alat digunakan untuk mengambil, merekam, atau
menggali data,** metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini
antaralain:
1) Metode Wawancara
Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.*Wawancara

merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan

44Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Press, 2008), h.232.



dengan cara tanya jawab, dengan bertemu langsung agar memperoleh data yang
kongkrit guna keperluan mendapatkan data yang sesuai dengan permasal ahan.*

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Koperasi
Ngudi Asil yakni kepada Bapak Pudaenuri selaku ketua Koperasi Ngudi Asil,
Bapak Muhaimin selaku seketaris Koperasi Ngudi Asil dan 9 orang nasabah di
Koperas Ngudi Asil.

Untuk instrument wawancara disini penulis menggunakan alat yakni berupa
alat tulis yang digunakan oleh penulis untuk mencatat keterangan dan data yang
diperoleh ketika wawancara dengan informan, serta merekam proses wawancara
dengan menggunkan handphone dan yang terakhir dengan menyiapkan daftar
pertanyaan yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melakukan
wawancara dengan informan tersebui.

2) Metode Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah segala sesuatu atau setiap bahan yang tertulis
ataupun berupa foto. Metode dokumentasi ini sudah lama digunakan dalam
penulisan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber
data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan.*’
Mengenai metode dokumentasi ini, penulis menggunakan metode tersebut
dengan tujuan guna untuk memperoleh data-data ataupun buku-buku peraturan

yang berhubungan dengan subjek penulisan, data-data atau buku-buku tersebut.

451 exy J Moleong, Metodelogi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010), h.148.

46Sugiono, Metode Penulisan Kualitatif, (Jakarta: Pradya Paramita, 2005), h.231.

47Lexy JMoleong, Metodelogi Penulisan Kualitatif ,....... h.16.



G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data adalah suatu cara dimana data yang sudah diperoleh
akan diolah lebih lanjut baik dianalisis atau lebih dijelaskan lagi agar dapat
menjadikan sebuah data yang utuh yang akan lebih dapat mudah dipahami, yang
oleh karenaitu akan diuraikan sebagai berikut:

1) Edit

Setelah penulis memperoleh data-data dari terjun langsung ke lapangan
dengan hasil wawancara pada objeknya, maka data tersebut selanjutnya diedit
terutama dari kelengkapan datanya serta kejelasan maknanya dengan dicocokkan
kembali serta dilakukan pengecekan kebenaran dari suatu data dengan teori-teori
yang didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang
sedang diteliti yang pada nantinya dengan cara editing ini memiliki tujuan apakah
data-data yang diperoleh ini bisa mencukupi untuk memecahkan permasalahan
yang diteliti dan untuk meningkatkan kualitas data sehingga dicapailah suatu data
yang benar-benar valid.

2) Analisis

Andisis dilakukan setelah data diperoleh, analisis merupakan hal yang
penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang
diteliti. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif
kualitatif, yaitu analisi's yang menggambarkan keadaan atau status fenomena

dengan kata-kata atau kalimat.



3) Kesimpulan

Sebaga tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun
yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari kata-kata
yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas

kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.*®

“8Nana Sudjana, Awal kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru
Algnesindo, 008), h. 16



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sgarah Berdirinya Koperas Ngudi Asil
1. Profil Lembaga Koperas
Nama Lengkap ‘KOPERASI NGUDI ASIL
Badan Hukum :BH.4809/BH/81/Tgl.12-02-1981
Alamat J.Sumber Tulung Desa Jwut Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar RT 03
Kode Pos : 66181

No. Telp : 085233490408

2. Kondis Geografis
Secara geografis Koperasi Ngudi Asil berada di wilayah dataran rendah
yang terletak di wilayah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar bagian selatan
sendiri yaitu di desa Jiwut. Letak kantor Koperasi Ngudi Asil berada di rumah

ketua koperasi dan diantara 4 (empat) desalain yaitu

Utara : Desa Klampok Kecamatan Nglegok
Selatan : Desa Bendil Kecamtan Nglegok
Timur : Desa BerjoK ecamatan Nglegok
Barat : Desa Bangsri Kecamatan Nglegok

Koperasi Ngudi Asil ini kondisi bangunannya atau kantor berada di rumah

ketua koperas yang berdekatan dengan masjid dengan peraatan-peralatan



koperasi yang digunakan masih sangat sederhana namun masalah keamanan bisa
dikatakan aman karena berada dilingkungan magjid selain itu para pengurusnya
sudah profesional dibidangnya, jujur, dan dapat dipercaya.

Awal berdirinya koperast Ngudi Asil adalah cabang dari Koperasi Unit
Desa (KUD) pada tahun 5 Januari 1991, yang berada di Desa Klampok
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dan kemudian bercabang di desa Jiwut
Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar RT 03, akan tetapi koperas tersebut belum
mempunyai status badan hukum. Dan setelah berdirinya koperas tersebut
khususnya di RT 03 koperas semakin banyak diminati oleh warganya yang
keterbatasan ekonomi. Setelah berjalannya waktu peminat untuk menjadi anggota
Koperasi Ngudi Asil mulai datang dari luar RT 03. Maka dari itu koperasi Ngudi
Asil meminta status perlindungan hukum melaui Koperas Unit Desa
(KUD).Berdirinya koperasi Ngudi Asil yaitu dikarenakan banyaknya penduduk
yang kekurangan dan keterbatasan dengan ekonominya dikarenakan banyaknya
penduduk yang bekerja sebagai buruh kerja. Anggota anggota juga mengalami

peningkatan dan penurunan, yaiu sebagai berikut:

Tabel 5.1

Jumlah Anggota Koperasi Ngudi Asll

TAHUN ANGGOTA

5 Januari 1991 126 anggota
5 Januari 1993 202 anggota
6 januari 1997 135 anggota
5 Maret 2003 107 anggota
5 Maret 2006 98 anggota
JUMLAH 668 anggota




Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 koperasi masih aktif terhadap
sistem pinjam pinjam. Akan tetapi pada tahun 2009 sampai 2010 koperasi mulai
mengalami kesulitan dalam mengopersikan sistem simpan pinjam dalam koperasi.
Y akni dikerenakan beberapa sebab, diantaranya adal ah:

a. Pada akhir tahun 2009, mulai tersendat-sendat modal, karena modal dipinjam
oleh anggota dan mengembalikannya sukar.

b. Dipertengahan tahun 2010 sudah tidak ada pemasukan modal dan sudah tidak
bisa meminjamkan uang terhadap anggota.

c. Pada akhir tahun 2010 pihak koperasi sudah tidak ada modal sama sekali.

Pada pertengahan tahun 2010 koperas mengalami pengambatan modal
dan modal masuk dari anggota sama sekali tidak ada. Dan setiap tahunnya
koperasi mengadakan musyawarah bersama untuk pembagian SHU, akan tetapi
pada akhir tahun 2010 anggota diundang untuk rapat bersama, hanya beberapa
sgja yang menghadiri. Berikut tutur Bapak Muhaimin selaku seketaris Koperas
Ngudi Asil

“Setiap tahun koperasi Ngudi Asil mengadakan musyawarah bersama

dengan anggota koperas guna untuk memberitahukan kepada

anggota bahwa koperasi mendapatkan laba dan kemudian dibagikan
kepada anggota koperasi dengan sama rata. Akan tetapi pada akhir
tahun 2010 musyawarah antara pihak koperas dan anggota
mengadakan musyawarah seperti biasa sama dengan tahun-tahun
sebelumnya, akan tetapi anggota enggan datang untuk
bermusyawar ah bersama karena mereka takut diminta pihak koperas
untuk segera mengembalikan uang yang mereka pinjam kepada pihak
koperasi. Dan dengan seperti inilah koperasi kehabisan modal untuk
mengembangkan koperasi lagi, dan jumlah anggota juga semakin
menurun daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dari itulah sebab-

sebab koperasi Ngudi Asil pailit diakibatkan dari anggotanya itu
sendiri.



Adatahap jumlah peminjaman uang anggota kepada pihak koperas mulai
dari 50.000 dan jumlah pinjamn paling banyak ditentukan oleh pihak koperasi
yakni paling banyak adalah seniali 1.000.000. Adapun tahap jumlah peminjaman
uang sebagai berikut:

Awal peminjaman anggota kepada pihak koperasi yakni senilai 50.000
dengann bunga 3% jangka pengembalian 4 bulan. Jika dalam jangka 4 bulan tidak
melunas peminjaman maka anggota tidak bisa meminjam kepada pihak koperasi
dengan jumlah nilai yang lebih. Tidak ada jaminan barang apapun karena pihak
koperasi tidak meminta jaminan hanya saja dengan asas saling percaya.

Jika 4 bulan bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut maka anggota
bisa meminjam kembali dengan jumlah nilai lebih sebesar 100.000 dengan bunga
3% jangka pengembalian 4 bulan sampa 8 bulan. Jika dalam tempo 4 bulan
anggota tidak bisa mengembalikan uang senilai yang dipinjamkan maka anggota
divakumkan selama 6 bulan lamanyaDan tanpa jaminan apapun hanya
menggunakan asas saling percaya diantara keduanya.

Jika dalam jangka 4 bulan sampal 8 bulan pinjaman senilai 100.000 sudah
dikembalikan, anggota bisa meminjam kembali kepada pihak koperasi senilai
200.000 sampai dengan 400.000 ribu rupiah. Dengan bunga 3% dan jangka
pengembalian 4 bulan sampai bulan. Jika dalam tempo 4 bulan anggota tidak bisa
mengembalikan uang senilai yang dipinjamkan maka anggota divakumkan selama
6 bulan lamanya. Dan tidak ada jaminan apupun bagi pihak koperasi hanya saling

percaya sgja diantara keduanya. Dan terakhir tahap nilai peminjaman uang adalah



500.000 ribu sampai 1.000.000 dengan bunga 3% dan dengan jaminan yang

sepadan terhadap nilai uang pinjaman.

3. Tujuan Pendirian Koperasi Ngudi Asll

Seseorang atau sekumpulan orang yang bekerjasama dalam hal pendirian
suatu lembaga seperti lembaga keuangan pastilah memiliki suatu tujuan dalam hal
perkembangannya. Koperasi bertujuan memajukan kesegahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan yang maju, adil, dan makmur
yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu juga tujuan Koperas Simpan Pinjam adalah agar anggotanya
dapat bersikap hemat, mau menabung untuk meningkatkan kesgahteraan
perekonomiannya, selain itu juga agar masyarakat tidak lagi tertipu oleh para
rentenir yang dapat merugikan mereka sendiri seperti para rentenir yang
berkembang ditengah-tengah masyarakat yang mana memberikan pinjaman modal
dengan bunga yang sangat tinggi.

Koperas Ngudi Asil memiliki tujuan yang sesuai dengan bab |1, bagian
kedua, pasa (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian,
tertuang tujuan koperasi Indonsia yaitu memajukan kesegjahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil,

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,



Peran koperasi Ngudi Asil bagi masyarakat yakni sesuai dengan Pasal (4)
Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, ysitu sebagai berikut:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesgj ahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat.

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasiona
yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.*®

Koperass Ngudi Asil merupakan koperasi sSimpan pinjam Yyang
diperuntukkan bagi anggota maupun pengurus koperasi sendiri asalkan mereka
mempunyai mengembalikan uamg pinjamannya. Adapun manfaat simpan pinjam
yang berada di koperasi Ngudi Asil mempunyai manfaat antaralain:

a) Memenuhi kebutuhan anggotanya dengan relatif murah.

b) Memberikan kemudahan kepada seluruh anggota koperasi untuk memperoleh
modal usaha

¢) Memberikan keuntungan bagi anggota dengan memperoleh SHU.

d) Mengembangkan usaha anggota koperasi.

€) Meniadakan praktek rentenir.

“R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Sh., M.H., Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. Rgja
Grafindo Persada, 2000), h. 39



4. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi adalah hubungan antara pegawai dan aktivitas-aktivitas
mereka satu sama lain terhadap keseluruhan. Dimana bagian-bagiannya adalah
tugas-tugas pekerjaan atau fungsi-fungsi dari masing-masing anggota pegaai yang
melakukannya. Dari awal berdirinya koperasi Ngudi Asil sampai saat ini pengurus
koperasi berjumlah 3 orang dan anggota yang berjumlah sekitar 98 orang pada
tahun 2010 hingga saat ini. Sesuai dengan perkataan Bapak Muhaimin.

““struktur organisasi pengurus yang terdapat pada koperasi Ngudi Asil

ini setiap pergantian tahun seharusnya ganti. Namun sesuai dengan

kesepakatan para anggota maka yang menjadi pengurus itu orang-

orangnya tetap”
Adapun struktur organisasi di Koperasi ngudi Asil dapat dilihat dibawah ini.
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B. Bentuk Perlidungan Hukum Koperas Terhadap Anggota Koperasi Ngudi
Asil

Sesuai dengan fakta yang telah diteliti koperasi Ngudi Asil merupakan
koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Yang sesuai dengan Undang-Undang Republik indonesia No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Didalam koperas tidak selau berkembang adakalanya koperasi
mengalami kebangkrutan atau yang disebut juga dengan pailit. Seperti halnya
koperasi Ngudi Asil yang mengalami penghambatan modal dan sekarang sudah
mengalami kebangkrutan atau yang disebut dengan pailit pada pertengahan tahun
2010, dikerana beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Definisi dari pailit
sendiri sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004
pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan Debitor Pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh
Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini.*

Adapun syarat-sayarat pailit tercantum dalam Undang-Undang no. 37
tahun 2004 tentang kepailitan yaitu sebagi berikut:

(1) Dehitor yang mempunyai dua atu lebih kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan

*°Rahayu Hartini, S.H., M.Si. M.Hum., Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Press, 2007), h.4



()

3

(4)

()

pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditormya.

Permohonan sebagaiman dimaksud pada asyat (1) dapat juga diajukan oleh
kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat
digjukan oleh bank Indonesia

Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan
pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana
pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang
kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat digjukan oleh
menteri keuangan.

Didalam Koperasi Ngudi Asil tersebut sudah jelas dengan syarat terjadinya

pailit yakni sesuai dengan ayat pertama yang berbunyi ““Debitor yang mempunyai

dua atu lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah

jatuh waktu dan dapat ditagih”.

Dikoperasi Ngudi Asil tersebut pailit dikarenakan sudah tidak adanya

pemasukan atau modal sudah habis dan banyaknya kreditor atau anggota ketika

sudah jatuh tempo pembayaran pinjaman uang tidak segera dilunasi maka dari itu

menghambat berjalannya koperasi untuk berkembang sehingga koperasi

mengalami  kebangkrutan dikarenakan anggotanya sendiri yang sulit untuk



membayar uang pinjamannnya. Adapun modal yang dikelola oleh koperasi juga

sudah habis dikarenakan modal berasal dari anggota sendiri.

Dan seharusnya jika koperas yang berstatus hukum yang mengalami
bangkrut atau pailit seharusnya pembubaran menggunakan ketentuan yang sesuai

dengan UU No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang menyatakan:

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
a. Keputusan rapat anggota;

b. Jangkawaktu berdirinyatelah berakhir; dan/atau
c. Keputusan Menteri.

Akan tetapi dikoperasi Ngudi Asil pembubaran koperasi hanya dilakukan
melalui cara keputusan rapat anggota sgja. Dikarenakan koperasi tersebut hanya
cabang dari KUD, sedangkan dipusat juga sudah pailit namun belum juga
melakukan pendaftaran jika koperasi sudah pailit dan dinyatakan pailit oleh
Menteri perkoperasian.

Jika koperas sudah berbadan hukum ketika mengalami kebangkrutan atau
pailit maka para anggotanya mempunyai hak untuk dilindungi oleh pihak
koperasi. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau memberikan rasa aman,



baik secara pikiran maupun fisik dari gangguang dan berbagi ancaman dari pihak
manapun.>*

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asas manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
bersdarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagi kumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari ha lainnya. Berkaitan
dengan konsumen, berarti hukum membarikan perlindungan terhadao hak-hak

pelanggan darisesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.>?

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal
ini hanya perlindungan oleh hukum sgja. Perlindungan yang diberikan oleh
hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam ha ini yang
dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama
manusia serta lingkungannya. Sebagi subyek hukum manusia memiliki hak dan

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan.>®

Dengan adanya perlindungan hukum kepada anggota koperasi Ngudi Asil
yakni dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi mereka. Dan
perlindungan hukum tersebut diberikan kepada para anggota agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh koperasi tersebut agar merasakan
rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman

dari pihak manapun.

*Satjipto Raharjo, 1lmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 2014),h. 74

*’Hudjon Philips M, Perlindungan Hukum Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25

%C.S.T Kansil, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
h. 102



Di Koperas Ngudi Asil merupakan salah satu koperasi simpan pinjam
yang berada di Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Koperasi Ngudi
Asil merupaan salah satu koperasi yang berstatus hukum, maka dari itu koperasi
tersebut harus melindungi disetiap anggotanya.Bentuk-bentuk perlindungan
hukum di koperass Ngudi Asil kepada anggota yaitu dengan cara memberikan
hak dan kewajiban mereka sebagai anggota, sesuai dengan perkataan seketaris
Koperasi Ngudi Asil Bapak Muhaimin,

“Pihak koperasi hanya memberikan hak dan kewajiaban kepada
selurun anggota yang selama anggota tersebut aktif didalam
kenggotaan koperasi. Jadi jika koperas sudah tidak berkembang lagi
dan sudah pailit seperti ini koperasi Ngudi Asil hanya diam saja tidak
ada tindakan apapun kepada anggotanya. Dan anggota jika ditagih
soal pembayaran untuk melunasi hutangnya meraka hanya bisa
mngundur-undur pembayaranannya. Maka dari itu pihak koperas
menagihnya dengan cara yang halus dan meraih hati para anggota
agar mereka segera melunasi hutang-hutang mereka di koperasi. Dan
sekarangpun koperasi sudah mengalami bangkrut, dan para anggota
dikumpulkan dan mereka bermusyawarah bersama dan menghasilkan
bahwa koperas sekarang sudah bangkrut dan pailit. Dan pihak
koperasi sendiri hanya dengan bermusyawarah bersama saja
menyatakan bahwa koperasi Ngudi Asl pailit, dan belum juga
didaftarkan ke badan perkoperasian padahal koperasi tersebut
berstatus hukum.”

Koperass mempunya hak yakni berupa meminta uang kembali yang
dipinjam oleh anggota dan sebaliknya anggota juga mempunyai hak yakni berupa
uang yang disimpan anggota harus dikembalikan oleh pihak koperasi. Akan tetapi
anggota disini sukar dan menunda-nunda pengembalian uang yang dipinjam, dari
koperasi pailit sampa saat ini juga mash ada anggota yang belum
mengembalikan uang. Begitu juga pihak koperasi sampa saat ini juga belum
sepenuhnya mengembalikan uang simpanan yang disimpan oleh anggota. Yang

dimaksud dengan perlindungan hukum anggota disini yakni perlindungan yang



diberikan oleh nasbah yang belum terpenuhi haknya, yakni berupa pengembalian
uang yang belum sepenuhnya. Ada sekitar 5 orang anggota yang belum
dikembalikan sepenuhnya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota yang belum
sepenuhnya dikembalikan hanya berupa janji yang belum terbukti sampai saat ini.
Janji tersebut adalah pengembalian uang yang sesuai dengan nominal yang
disimpan oleh anggota pada awa mula. Berikut ini tutur salah satu anggota
Koperasi Ngudi Asil,

“Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak koperasi sampai saat ini

hanya sekedar janji-janji yang hanya lewat omongan saja, tidak ada

perlindungan sama sekali yang diberikan oleh pihak koperasi. Hanya janji
kalau uang simpanan akan dikembalikan secepatnya.”

Pihak koperasi sendiri juga masih proses pengembalian uang yang disimpan oleh
pihak anggota sampai saat ini, proses pengembalianm uang kepada anggota yakni
dengan cara pengembalian sedikit demi sedikit atau dengan cara mencicil. Uang
yang dikembalikan anggota ke koperasi tersebut yang akan dikembalikan kepada
anggota yang menyimpan uang.
“Perlindungan hukum yang kami berikan kepada anggota kami hanya
mengembalikan uang mereka yang belum semuanya terpenuhi, yaitu

dengan cara mencicil uang mereka dari anggota yang yang
mengembalikan uangnya ke koperasi.”>*

Koperasi hanya menggunkan perlindungan kepada anggota hanya sebatas
tanggung jawab haknya anggota yang belum terpenuhi. Dikarenakan Koperasi
Ngudi Asil pailit ini hanya sebatas musyawarah bersama belum diputuskan oleh
Menteri Perkoperasian. Maka dari itu Koperass Ngudi Asil memberikan

perlindungan hukum kepada anggota hanya sebatas pengembalian uang keoada

>**Wawancara pihak koperasi 12 september 2016



anggota yang menyimpan dan meminta uang kembali kepada anggota yang

meminjam.

C. Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Ngudi Asll
di Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar di Tinjau UU no. 37 Tahun 2004
dan Syirkah

1. Pelindungan Hukum Anggota terkait kepailitan koperasi Ngudi Asil di

Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar di tinjau UU no. 37 Tahun 2004

Pembubaran juga diartikan sebagai pembubaran kegiatan perseroan
sebagal akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran tidak berarti
berakhirnya eksistensi perseroan, dimana perseroan sebagai subyek hukum yang
mempunyai aktiva dan pasiva yang setelah deklarass pembubaran diucapkan
eksistensinya tetap ada tetapi dalam kondisi likuidasi (pembubaran). Jika yang
dimiliki likuidasi, perseroan tidak menjalankan tugas biasa, tetapi terbatas yaitu
khusus untuk membereskan hak dan kewajiban itu. Eksistensinya perseroan tetap
ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.>

Seperti halnya Koperasi Ngudi Asil yang menyatakan dirinya bubar atau
pailit yang dikarenakan modal yang dimiliki sudah habis dan pihak anggota juga
sudah tidak bisa meminjam uang kembali kepada pihak koperasi dikarenakan
uang yang dikelola oleh pihak koperasi sudah tidak ada. Walaupun pihak koperasi
sudah menyatakan dirinya bubar atau pailit mereka sudah tidak bia menjalankan
kegiatannya dalam simpan pinjam uang akan tetapi mereka harus memenuhi hak

dan kewgjiban kepada para naggota yang belum terpenuhi haknya oleh pihak

>>Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, h. 124



koperasi, seperti halnya anggota yang menyimpan uang kepada pihak koperasi

belum semuanya tuntas dikembalikan, dan pihak anggota sendiri juga belom

sepenuhnya mengembalikan uang yang dipinjam sampai saat ini.

Koperas dan perseroan sama-sama badan hukum akta pendiriannya
disahkan oleh menteri dan secara eksplisit disebutkan dalam UU sebagai badan
hukum, maka pembubaran perseroan tersebut diatas sama dengan pengertian
pembubaran koperas yaitu penghentian bisnis/kegiatan koperasi dengan diikuti
tindakan pemberesan dan penyelesaian hak dan kewagjiban koperasi terhadap
pihak ketiga dan para kreditornya

Kepailitan merupakan suatu proses dimana sorang debitur yang
mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh
pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut
tidak dapat membayar hutamgnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para
kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun syarat-sayarat pailit tercantum dalam Undang-Undang no. 37
tahun 2004 tentang kepailitan yaitu sebagi berikut:

(6) Debitor yang mempunya dua atu lebih kreditor dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan
pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas
permohonan satu atau |ebih kreditormya.

(7) Permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat juga digjukan oleh

kejaksaan untuk kepentingan umum.



(8) Daam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat
digjukan oleh bank Indonesia.

(9) Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan
penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan
pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.

(10) Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana
pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang
kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat digjukan oleh
menteri keuangan.

Didalam Koperasi Ngudi Asil tersebut sudah jelas dengan syarat terjadinya
pailit yakni sesuai dengan ayat pertama yang berbunyi “Debitor yang mempunyai
dua atu lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih”’.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan
Debitor Pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur leh Undang-Undang
ini.>®

Didalam sebuah lembaga jika ingin berkembang pesat dan menjamin para
anggotanya harus mempunyai perlindungan hukum agar para anggota dapat
terlindungi hak dan kewagjibannya. Maka dari itu di koperas Ngudi Asil

mempunyai perlindungan hukum agar anggotanya mempunyai rasa nyaman dan

**Undang-Undang Republik Indonesia No 37 tahun 2004 Tentang K epailitan



percaya dengan lembaga koperasi tersebut. Koperass Ngudi Asil meminta
perlindungan hukum karena di koperasi tersebut sudah berstatus berbadan hukum,
maka dari itu meminta perlindungan hukum kepada pusat yakni di Koperasi Unit
desa (KUD).

Pembubaran, likuidasi/penyelesaian dan berakhirnya status badan hukum
koperasi diatur dalam Pasal 102 sampai 111 UU No. 17 Tahun 2012. Dasar yang
memutuskan pembubaran koperasi diatur dalam Pasa 102 Uu No. 17 Tahun
2012.

Hak dan Kewajiban sebagimana yang dijelaskan dalam UU No. 17 tahun
2012 Tentang Perkoperasian yakni sebagai berikut:

Anggota sebagaimana dimkasud dalam Pasa 16 ayat (1) mempunyai
kewajiban:

a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan rapat
Anggota.

b. Berpartisipas aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

c. Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Anggota sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai hak:

a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara diluar Rapat
anggota baik diminta atau tidak.

b. Memilih dan/atau menjadi Pengawas atau pengurus.

c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
Pada setiap tahunnya.

d. Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi.



e. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar.

f. Mendapatkan Selish hasil usaha dan kekayaan sesuai dengan kekayaan
koperasi.

Sesual dengan faktanya Koperas Ngudi Asil memberikan hak dan
kewajibannnya sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang
disebutkan diatas dan memperlakukan mereka selayaknya nasabah dan tidak ada
ada perbedaan pelayanan antar nasabah. Akan tetapi nasabah terlau
memanfaatkan jasa koperas dengan cara menunda-nunda pembayaran ketika
sudah jatuh tempo. Dan selayaknya koperasi sudah menagih pembayaran namun
nasabah selalu menunda-nunda pembayarannya.

Sebagai koperasi yang berbadan hukum dan tunduk terhadap peraturan
pemerintah di dalam Koperasi Ngudi Asil Hak dan Kewajiban sudah diberikan
kepada nasabah sebagaimana mestinya yang sesuai dengan UU No. 17 Tahun
2004 Tentang Perkoperasian tersebut. Di Koperasi Ngudi Asil tidak memberikan
perlindungan hukum vyang khusus kepada nasabahnya, tetapi sama rata
perlindungan yang diberikan yakni memberikan hak dan kewajiban kepada
nasabah sebagai mana layaknya.

Hanya sgja para nasabahnya sendiri yang tidak berlaku baik terhadap
koperasinya, seharusnya nasabah juga berlaku baik dengan cara membayar uang
pinjamannya sebelum jatuh tempo dan tidak menunda-nunda pembayarannya.
Dan membayar uang pinjamannya pada tanggal jatuh tempo adalah salah satu

kewajiban bagi nasabahnya.



Hak dan kewgjiban diatas berlaku ketika para anggota Koperasi Ngudi
Asil masih menjadi anggota dan ketika Koperasi Ngudi Asil masih aktif hak dan
kewajiban semua terpenuhi. Akan tetapi hak dan kewajiban bagi anggota setelah
keputusan pailit atau pembubaran dengan cara musyawarah bersama, tidak ada
kejelasan mengenal hak dan kewajiban bagi anggota. Seperti halnya anggota yang
masih menyimpan uang di koperasi, dan koperas sendiri juga belum
mengembalikan uang yang disimpan. Disini seharusnya pihak Koperas Ngudi
Asil memberikan perlindungan terhadap anggotanya. Akan tetapi pihak Koperas
Ngudi Asil tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anggota. Hanya sgja
bertanggung jawab terhadap pengembalian uang yang disimpan di Koperasi
Ngudi Asil.

Dan seharusnya disetiap organisass mempunyali anggaran dasar karena
anggrana dasar merupakan pondisi awak terbentuknya organisasi. Termasuk
dalam lembaga ekonomi seperti koperasi. Anggaran dasar dibuat hanya untuk
mengatur semua sistem agar kehidupan ekonomi bisa berjalan tertib. Anggaran
dasar koperasi adalah peraturan koperasi yang harus ditaati oleh seluruh anggota
koperasi.

Secara sederhana, definisi anggaran dasar koperasi merupakan segala
muara peraturan agar semua aktivitas usaha koperasi bisa berjalan dengan tertib
dan rapi. Anggaran dasar koperasi adalah acuan legal para petinggi dan anggota
koperasi untuk mengambil suatu keputusan, persetujuan atu kesepakatan dalam

bekerja sama.



Begitu juga dengan Koperasi Ngudi Asil harus mempunyai anggaran dasar
karena dengan adanya anggran dasar dapat mengatur sistem keuangan di koperasi
tersebut. anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang
No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian memuat sekurang-kurangnya:

1. Namadan tempat kedudukan

2.  Wilayah anggota

3. Tujuan, kegiatan usaha dan jenis koperasi

4. Jangkawaktu berdirinya koperasi

5. Ketentuan mengenai modal koperasi

6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dan
pengurus

7. Hak dan kewajiban anggota, pengawas dan pengurus

8. Ketentuan mengenai sayarat keanggotaan

9. Ketentuan mengenai rapat anggota

10. Ketentuan mengenai penggunaan selisih hasil usaha

11. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar

12. Ketentuan mengenai pembubaran

13. Ketentuan mengenai sanksi

14. Ketentuan mengenai tanggungan anggota.

Akan tetapi Koperas Ngudi Asil hanya mempunyai anggaran dasar yang
tidak memuat semua ketentuan seperti dalam Pasal 16 diatas. Yakni Koperas

Ngudi Asil hanya mempunyai anggaran dasar seperti berikut:



1. Bagi orang yang pinjam harus diambil sendiri sesuai dengan nama peminjam
atau nasabah

2. Angoota yang keluar atau masuk atau yang akan masuk menjadi anggota
dimulai akhit tahun atau satu bulan setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT)

3. Besar pinjaman disesuaikan dengan keadaaan yang sudah berlaku

4. Pengurus tidak akan melayani pinjaman selain anggota Koperasi Ngudi Asil

5. Besar bunga sebesar 3% perbulan

6. Bila tidak melunasi bunga minimal dalam satu bulan maka bulan berikutnya
bunganya lipat dua kali

7. Dalam jangkawaktu 4 bulan minimal harus memberi cicilan minimal 25% dari
pinjaman

8. Apabila tanggal pelunasan tidak dapat melunasi maka hak milik minimal
seharga yang sesuai pinjaman dan bunga akan disita oleh Koperasi Ngudi Asil

9. Pengurus harus menyelekasi pinjaman

10. Bila peminjam agak sukar dalam pengembalian maka pinjaman berikutnya
besarnya pinjaman harus dikurangi

11. Dalam pembagian jasatidak sama menurut jasanya kepada koperasi

12. Semua yang berurusan dengan keuangan harus tanda tangan

13. Danasosia untuk tiap orang yang meningga sebesar Rp. 25.000

Anggaran dasar yang ada dalam koperasi sebagian tidak sesuai dengan
anggraran dasar yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Seperti jangka waktu berdirinya koperasi dan ketentuan mengenai pembubaran.



Sesuai dengan Pasal Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepilitan
akibat dari kepailitan sebuah lembaga Koperasi Ngudi Asil tersebut harta
kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat keputusan pernyataan pailit
diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jadi pada saat
Koperasi Ngudi Asil menyatakan pailit ketika musyawarah bersama, maka kperasi
tersebut harus memberitahukan hasil kekayaan atau keuangan yang ada
K etentuan harta yang dimaksud pada pasal 21 tidak beraku terhadap:

a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor
sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, aat-alat medis yang
dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang
dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30
(tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat dibtempat itu.

b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu
atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.

c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban
memberi nafkah menurut undang-undang.

Jadi jika sudah menyatakan pailit kopersi Ngudi Asil benda-benda yang
sudah dijelaskan diatas tidak termasuk yang dikategorikan untuk diberikan kepada
nasabah tidak berlaku. Karena sudah jelas-jelas dijelaskan dalam Undang-Undang
Kepailitan.

Daam Pasa 29 tentang Undang-Undang Kepailitan tentang akibat

kepailitan dijelaskan suatu ketentuan hukum di pengadilan yang digjukan terhadap



debitor sgjauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit
dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan
pernyataan pailit terhadap debitor.

Akan tetapi Koperasi Ngudi Asil masih dalam tahap putusan pailit dalam
anggota belum mendaftarkan dalam maka dari itu pihak koperas mash
memberikan hak dan kewajibannya kepada nasabah, yakni jika masih ada nasabah
yang menyimpan uang di koperasi, pihak koperasi mengembalikan uang tersebut
karena sudah menjadi hak nasabah. Jika pihak nasabah yang meminjam uang
keoada pihak koperasi dan belum lunas maka pihak koperasi meminta uang
pinjaman dikembalikan dan pihak koperasi menagih kepada nasabah sampal saat

ini karenamenjadi hak koperasi.

2. Perlindungan Hukum Nasabah terkait kepailitan Koperasi Ngudi Asil di
Desa Jiwut Kec. Nglegok Kab. Blitar di tinjau Syirkah

Ketentuan umum dalam KHES dalam Pasal 20 point 3 “syirkah adalah
kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau
kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan
nasabah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.>’Syirkah menurut
bahasa berarti al-ikhtitath yang artinya campur atau percampuran. Maksud
percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang

lain sehingga tidak mungin untuk dibedakan.>®

*’Mahkamah Agung Republik Indinesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008
*Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 125



Di Koperast Ngudi Asil disini merupakan kerjasama antara anggota dan
pihak koperasi untuk mengelola uang bersama dalam tujuan usaha yang telah
disepakati antar keduanya. Pihak koperasi disini hanya sebagai wadah
penyimpanan uang dan kemudian uang tersebut dikelola oleh pihak koperasi
untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan.

Secara garis besar terdapat tiga rukun syirkah diantaranya adalah sebagai
berikut ini:>

a) Dua belah pihak yang berakad (‘agidani). Persyaratan orang yang
melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan
tasharruf (pengelolaan harta).

b) Objek akad yang disebut juga ma’qud ‘alaih mencakup pekerjaan atau
modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam
syirkah harus hala dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya
dapat diwakilkan.

c) Akad atau yang disebut juga dengan istilah shigat. Adapun syarat sah akad
harus berupa tasharruf, yaitu harus adanya aktivitas pengel ol aan.

Di dalam Koperasi Ngudi Asil sudah sesuai dengan syarat yang disebutkan
diatas yaitu adanya pihak koperasi dan anggota, adanya uang yang disimpan dan
kemuadian dikelola oleh pihak koperasi dan terakhir adalah akad yang dilakukan
oleh pihak koperas dan anggota. Akan tetapi syarat yang ke-2 yaitu tentang

pengelolaannya dapat diwakilkan, di dalam Koperas Ngudi Asil tidak boleh

http://www.kitapunya.net/2015/09/syirkah-pengertian-rukun-syarat-dan.html diakses pada 14
September 2016 pukul 10:40



diwakilkan dalam pengelolaannya. Jika sudah diolah tidak dapat dipindah
tangankan pengolahnnya tersebut. karena sudah menjadi peraturan koperasi.

Selain rukun dan syarat pelaksanaan syirkah juga harus terpenuhi, yakni
Pasal 135 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: kerja sama dapat dilakukan antara
dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan
jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam
perusahaan dankeuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi
modal.

Sesuai dengan fakta di koperasi, pihak anggota yang menyimpan dana dan
pihak koperasi yang mengelola dana. Dan kemudian uang yang sudah dikelola
tersebut keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Yaitu seperti
halnya uang yang disimpan oleh anggota berbunga, dan bunga tersebut dibagi rata
antara pihak koperasi dan anggota.

Syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak (kepemilikan)
dan syirkah uqud (kontrak). Syrikah amlak adalah kerjasama yang bersifat
memaksadalam hukum positif, sedangkan syirkah ugud adalah kerjasama yang
bersifat ikhtiyariyah (pilihan sendirir).®

Koperas Ngudi Asil termasuk dalam syirkah ugud yaitu kerjasama yang
bersifat ikhtiyariyah (pilihan sendiri). Karena anggota koperasi ini tanpa adanya
paksaan menyimpan dana kepada pihak koperas dan kemudian dikelola oleh
pihak koperasi. Dan kemudia keuntungan dan kerugian ditanggung bersama,

yaitu keuntungan yang berasal dari bunga anggota yang meminjam dana kepada

*®*Rahmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 186



pihak koperasi dan kemudia dibagi menjadi dua antara pihak koperas dan

penyimpan dana.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Koperasi Ngudi Asil diberikan kepada anggota yang menyimpan
dana yang belum dikembalikan oleh pihak koperasi, akan tetapi perlindungan
hanya sebatas pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh
anggota.

2. Di dadam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-undang Perkoperasian
tidak dijelaskan bahwasannya tentang hak dan kewajiban para anggota ketika
koperasi mengalami bangkrut, hanya saja pihak Koperass Ngudi Asil
memberikan pertanggung jawaban pengembalian uang yang disimpan oleh
anggota dan pihak koperasi juga terus mengaih uang yang dipinjam oleh

sgjumlah anggota koperasi yang sampai saat ini belum juga dikembalikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penditian yang dilakukan oleh penditi saran yang bisa

diberikan oleh penulis adal ah:

1. Seharusnya nasabah yang meminjam uang kepada Koperasi Ngudi Asil
seharusnya menjadi nasabah yang selalu melaksanakan kewajibannya menjadi
nasabah untuk membayar uang pinjamannya dan bunga yang telah ditetapkan

oleh pihak koperasi.



2. Seharusnya jika koperasi benar-benar sudah bangkrut dan menyatakan pailit
harus didaftarkan kepada menteri perkoperasian agar disahkan menjadi
koperasi pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak Koperasi Ngudi Asil.

3. Seharusnya dalam UU Kepailitan dan UU perkoperasian dijelaskan secara
detail tentang hak dan kewajiban nasabah ketika koperasi tersebut pailit atau

bubar.
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A. Wawancara Narasumber Pihak Koperasi dan Nasabah

Berikut ini data wawancara berdasarkan observasi lapangan:

1. Pihak Koperasi Ngudi Asil

Subyek : Bapak Pudaenuri danBapak Muhaimin
Bagian : Ketua dan Seketaris Koperasi Ngudi Asil
Alamat . J. Sumber Tulung rt:03 rw:10 Jiwut-Nglegok- Blitar
Waktu : 13 April 2016

Maka dapat peneliti paparkan hasil wawancara oleh Bapak Pudaenuri dan Bapak

Muhaimin sebagai berikut:

a.  Kapan berdirinya Koperasi Ngudi Asil?

Awal berdirinya Koperasi Ngudi Asil adalah cabang dari Koperasi Unit Desa
(KUD) pada tahun 5 Januari 1991, yang berada di Desa Klampok Kecamatan
Nglegok Kabupaten Blitar, dan kemudian bercabang di desa Jiwut Kecamatan
Nglegok Kabupaten Blitar RT 03, akan tetapi koperas tersebut belum
mempunyai status badan hukum. Dan setelah berdirinya koperas tersebut
khususnya di RT 03 koperasi semakin banyak diminati oleh warganya yang
keterbatasan ekonomi. Setelah berjalannya waktu peminat untuk menjadi
nasabah Koperasi Ngudi Asil mulai datang dari luar RT 03. Maka dari itu
Koperasi Ngudi Asil meminta status perlindungan hukum melalui Koperasi
Unit Desa (KUD).Berdirinya Koperass Ngudi Asil yaitu dikarenakan
banyaknya penduduk yang kekurangan dan keterbatasan dengan ekonominya
dikarenakan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai buruh kerja.

b. Apa penyebabnyaKoperasi Ngudi Asil bangkrut atau pailit?



Setiap tahun Koperasi Ngudi Asil mengadakan musyawarah bersama
dengan anggota koperasi guna untuk memberitahukan kepada nasabah
bahwa koperasi mendapatkan laba dan kemudian dibagikan kepada
anggota koperasi dengan sama rata. Akan tetapi pada akhir tahun 2010
musyawarah antara pihak koperas dan nasabah mengadakan
musyawarah seperti biasa sama dengan tahun-tahun sebelumnya, akan
tetapi nasabah enggan datang untuk bermusyawarah bersama karena
mereka takut diminta pihak koperasi untuk segera mengembalikan uang
yang mereka pinjam kepada pihak koperasi. Dan dengan seperti inilah
koperasi kehabisan modal untuk mengembangkan koperasi lagi, dan
jumlah nasabah juga semakin menurun daripada tahun-tahun sebelumnya,
maka dari itulah sebab-sebab Koperasi Ngudi Asil pailit diakibatkan dari
nasabahnya itu sendiri.

. Bagaimana struktur organisasi di Koperasi Ngudi Asil?

““struktur organisasi pengurus yang terdapat pada Koperasi Ngudi Asil ini
setiap pergantian tahun seharusnya ganti. Namun sesuai dengan
kesepakatan para anggota maka yang menjadi pengurus itu orang-
orangnya tetap”

. Bagimana perlindungan hukum yang diberikan pihak Koperasi Ngudi Asil
setelah pailit?

Pihak koperas hanya memberikan hak dan kewajiaban kepada seluruh
nasabah yang selama nasabah tersebut aktif didalam kenggotaan koperasi.
Jadi jika koperasi sudah tidak berkembang lagi dan sudah pailit seperti ini
Koperasi Ngudi Asil hanya diam saja tidak ada tindakan apapun kepada
nasabahnya. Dan nasabah jika ditagih soal pembayaran untuk melunasi
hutangnya meraka hanya bisa mngundur-undur pembayaranannya. Maka
dari itu pihak koperasi menagihnya dengan cara yang halus dan meraih
hati para nasabah agar mereka segera melunasi hutang-hutang mereka di
koperasi. Dan sekarangpun koperasi sudah mengalami bangkrut, dan para
nasabah dikumpulkan dan mereka bermusyawarah bersama dan
menghasilkan bahwa koperasi sekarang sudah bangkrut dan pailit. Dan
pihak koperas sendiri hanya dengan bermusyawarah bersama saja
menyatakan bahwa Koperasi Ngudi Asil pailit, dan belum juga didaftarkan
ke badan perkoperasian padahal koperasi tersebut berstatus hukum.

. Nasabah
Subyek : Badi

Alamat : Desa Jiwut



Waktu : 6 Mei 2016

Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

Saya menjadi nasabah di koperasi tersebut sejak tahun 1998 mbak.

. Apakah Koperas Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di
Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

Koperasi Ngudi Asil menurut saya membawa dampak baik kepada saya sendiri
khususnya, karena bagi saya bias membantu keuangan saya dan keluarga
saya. Dan jumlah bunga yang ada tidak terlalu banyak Cuma 3% saja mbak.
Maklum saya hanya seorang buruh tani.

. Selama jadi nasabah apakah Koperass Ngudi Asil memberikan hak dan
kewajiban kepada anda?

Saya tidak begitu tau apa itu hak dan kewajiban, yang saya tau Koperas
Ngudi Asil sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi saya. Dan saya
juga mengembalikan pinjaman uang yang saya pinjam tepat waktu, itu
imbalan saya kepada koperasi tersebui.

. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperas
Ngudi Asil kepada anda?

Waktu kemaren saya mengikuti kumpul musyawarah bersama yang terakhir
kalinya, bahwasannya koperasi menyatakan pailit. Walaupun koperasi
bangkrut atau pailit saya tidak apa-apa, karena koperasi selama ini sudah
membantu perekonomian saya. Dan alhamdulillah saya juga sudah tidak

mempunyai hutang atau lunas ketika koperasi dinyatakan pailit.



3. Nasabah

Subyek : Kasbolah

Alamat :Desa Jiwut

Waktu : 6 Me 2016

Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

saya menjadi nasabah sekitar tahun 1995 mbak.

. Apakah Koperas Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di
Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

Tidak membawa dampak buruk mbak, malah membawa dampak baik kepada
kita semua. Buktinya banyak nasbah yang meminjam uang keoada koperasi
tersebut.

. Selama jadi nasabah apakah Koperass Ngudi Asil memberikan hak dan
kewajiban kepada anda?

lya, memberikan hak dan kewajiban penuh kepada saya.

. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperas
Ngudi Asil kepada anda?

Ketika koperasi bangkrut saya masih mempunyai hutang dan saya belum
melunasinya, maka dari itu pihak menagih terus kepada saya. Maka dari itu

saya tidak mendapatkan apa-apa dari pihak koperasi.

. Nasabah
Subyek :Muhaimin

Alamat :Desa Jiwut
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Waktu :6 Mei 2016

a. Sgjak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?
Saya menjadi nasabah koperasi sejak tahun 2000 mbak.

b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di
Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?
Bagi saya tidak membawa dampak buruk, malah saya senang dengan adanya
koperasi itu ada mbak. Karena bisa membantu perekonomian saya walaupun
itu hutang, dan bunga juga tidak terlalu berat bagi saya, maklum saya hanya
buruh mbak.

c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan
kewajiban kepada anda?
Yang saya rasakan pihak koperasi sudah memberikan hak dan kewajiban
kepada saya dan juga sudah meminjami saya uang dan kewajiban saya
sebagai peminjam yaitu mengembalikan uang pinjaman yang saya pinjam.

d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperas
Ngudi Asil kepada anda?
Ketika koperasi sudah dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak koperas,
saya sebagai nasabah yang masih mempunyai hutang selama ini dan belum
lunas saya bayar, maka dari itu koperasi terus-menerus menagih uang kepada
saya. Dan saya sebagai nasabah juga merasa bersalah karena saya tidak
membalas kebaikan koperasi yang selama ini sudah membatu perekonomian
saya.

5. Nasabah



Subyek :Rustam
Alamat :Desa Jiwut
Waktu : 7Me 2016

a. Sgak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?
Saya menjadi nasabah segjak tahun 1998 mbak.

b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di
Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?
Tidak sama sekali membawa dampak buruk mbak.

c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan
kewajiban kepada anda?
lya, pihak koperass membaerikan hak dan kewajiban kepada setiap
nasabahnya.

d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperasi
Ngudi Asil kepada anda?
Pihak koperas tidak memberikan apa-apa kepada saya, saya juga tidak
menuntut diberikan apapun dari pihak koperasi. Karena selamaa ini koperasi

juga sudah membantu saya.

6. Nasabah
Subyek :Komarudin
Alamat :Desa Jiwut
Waktu .7 Mei 2016

a. Sgjak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?



Saya menjadi nasabah sudah sangat lama sekali mbak, sgak koperasi itu
berdiri kadang saya meminjam kadang kalo saya punya rezeki ya saya
menabung di sana mbak, tapi lebih banyaknya ya saya meminjam mbak.

. Apakah Koperas Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di
Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

Tidak sama sekali mbak, malah membawa dampak baik.

. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan
kewajiban kepada anda?

lya, pihak koperasi memberikan hak dan kewajiban kita sebagai nasabah mbak
selamaini.

. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperas
Ngudi Asil kepada anda?

Saya ikhlas mbak, tidak diberi apapun kepada saya juga tidak apa-apa mbak.
Orang saya juga sering meminjam kepada pihak koperasi, malah saya
mengucap terima kasih kepada koperasi.

. Nasabah

Subyek :Endang

Alamat :Desa Jiwut

Waktu :10 Mei 2016

Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

Sgjak tahun 2001 mbak.

. Apakah Koperas Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di

Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?



Tidak sama sekali mbak, malah bagus menurut saya dengan adanya koperasi
disini.

c. Selama jadi nasabah apakah Koperass Ngudi Asil memberikan hak dan
kewajiban kepada anda?
Menurut saya iya mbak, koperas memberikan hak dan kewajiban kepada
nasabahnya.

d. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperas

Ngudi Asil kepada anda?

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak koperasi sampai saat ini hanya
sekedar janji-janji yang hanya lewat omongan saja, tidak ada perlindungan
sama sekali yang diberikan oleh pihak koperasi. Hanya janji kalau uang

simpanan akan dikembalikan secepatnya.

8. Nasabah
Subyek :Kambali
Alamat :Desa Jiwut
Waktu :10 Mei 2016
a. Sgak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?
Sgjak tahun 2000 mbak.
b. Apakah Koperasi Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di
Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?
Tidak mbak.
c. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan

kewajiban kepada anda?



lya mbak, memberikan hak dan kewajiban kepada saya.

. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperas
Ngudi Asil kepada anda?

Saya tidak diberikan apapun padahal saya disini sebagai penyimpan dana atau
uang, sampai saat ini juga uang saya juga belum semua dikembalikan, hanya
saja janji mau dilunasi oleh pihak koperasi.

. Nasabah

Subyek : Ibu Masitoh

Alamat :Desa Jiwut

Waktu :20 Mei 2016

Sejak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

Sgjak tahun 1999 mbak.

. Apakah Koperas Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di
Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

Membawa dampak baik bagi lingkungan disini mbak.

. Selama jadi nasabah apakah Koperasi Ngudi Asil memberikan hak dan
kewajiban kepada anda?

lya mbak, saya mempunyai hak untuk meminjam kepada koperasi karena saya
menjadi nasabah yang sah. Dan kewajiban saya sebagai anggota kopereas
mengembalikaan pinjaman saya.

. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperas

Ngudi Asil kepada anda?



Tidak mendapatkan apa-apa mbak, malah saya mengucap banyak terima kasih

kepada koperasi mbak.

10. Nasabah

Subyek  :lbu Suci
Alamat :Desa Jiwut

Waktu :20 Mel 2016

a. Sgak kapan saudara menjadi nasabah di Koperasi Ngudi Asil?

Sgjak tahun 2002 mbak.

. Apakah Koperas Ngudi Asil membawa dampak buruk bagi perekonomian di
Desa Jiwut atau malah semakin membantu perekonomian disini?

Tidak sama sekali.

. Selama jadi nasabah apakah Koperass Ngudi Asil memberikan hak dan
kewajiban kepada anda?

lya mbak.

. Ketika sudah bangkrut atau pailit seperti ini apa yang diberikan Koperas
Ngudi Asil kepada anda?

Saya ikhlas dan rela jika tidak mendapatkan apapun, Malah seharusnya saya

yang mengucapkan terima kasih mbak.



HASIL KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN

1995 PENETAPAN ANGGARAN DASAR KOPERASI NGUDI ASIL

1. Bagi orang yang pinjam harus diambil sendiri sesuai dengan nama peminjam
atau nasabah.

2. Anggota yang keluar atau masuk = yang akan masuk menjadi anggota
dimula akhir tahun atau satu bulan setelah RAT.

3. Besar pinjaman disesuaikan dengan keadaan yang sudah berlaku.

4. Pengurustidak akan melayani pinjaman selain anggota Koperast NGUDI
ASIL.

5. Besar bunga sebesar 3% per bulan.

6. Bilatidak melunasi bunga minimal dalam satu bulan maka bulan berikutnya
bunganya lipat duakali.

7. Daam jangkawaktu 4 bulan minimal harus memberi cicilan minimal 25%
dari pinjaman.

8. Apabilatanggal pelunasan tidak dapat melunasi maka hak milik minimal
seharga yang sesuai pinjaman dan bunga akan disita oleh Koperasi NGUSI
ASIL.

9. Pengurus harus bisa menyeleksi pinjaman.

10. Bilapeminjam agak sukar dalam pengembalian maka pinjaman berikutnya
besarnya harus dikurangi.

11. Dalam pembagian jasa tidak sama menurut jasanya kepada koperasi.

12. Semua yang berurusan dengan uang harus tanda tangan.

13. Danasosia untuk tiap orang yang meninggal sebesar Rp. 25.000
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